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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.[footnoteRef:1]  [1: C.T.S Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.346.] 

Pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum (law enforcement) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana.[footnoteRef:2] [2: 	 Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.10 No.2. (2021). h. 176] 

Bagir Manan berpendapat bahwa :
Indonesia dalam penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang “communis opinio doctorum” atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdik pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan hukum, yakni Restoratif justice System dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. Restoratif justice juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Sanksi atau pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.[footnoteRef:3] [3: 	Rudi Rizky (ed). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir). Ghalia Indonesia, Jakarta,  2018. h. 4.] 


Restoratif justice yakni  keadilan restoratif merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.[footnoteRef:4] [4: 	 Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari, Op.Cit. h. 1777.] 

Menurut Tridiatno menyebutkan bahwa :
Keadilan restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. Restoratif justice memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah Sense of Control.[footnoteRef:5] [5: 	 YA.Tridiatno, Keadilan Restoratif. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h.27.] 


Pengaturan restoratif justice di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Prinsip dasar restoratif justice berpegang pada pemikiran tentang penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah. Dengan penerapan restoratif justice, keselarasan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tetapi juga pada kepentingan pemulihan korban diantaranya melalui pemberian ganti rugi, perdamaian, pengenaan pidana kerja sosial terhadap pelaku, maupun kesepakatan lainnya. 
Sistem pemidanaan dengan restoratif justice dalam perjalanannya juga menimbulkan kecenderungan praktik penggunaan instrumen pemenjaraan untuk penghukuman. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan overcrowding atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.[footnoteRef:6] Menurut data per 23 Januari 2024 dari laman web Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi over kapasitas sebesar 77% dengan jumlah penghuni sejumlah 228.204 dari kapasitas untuk 128.656 penghuni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.[footnoteRef:7]  [6: Institute for Criminal Justice Reform, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Ebook, 2022, h.2]  [7: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Dashboard Kumham Update”, diunduh melalui https://sada kemenkumham.go.id/ditjenpas, diakses 29 Oktober 2024 Pukul 21.00 Wib.] 

Awal mula konsep restoratif justice lahir dari munculnya kesadaran atas kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir peran korban dan salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif adalah tindak pidana penggelapan. Penyelesaian tindak pidana penggelapan akan ditempuh secara litigasi atau jalur hukum yang berujung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Namun apabila dalam suatu tindak pidana penggelapan yang menjadi barang milik korban yang digelapkan oleh pelaku seihingga mengakibatkan kerugian terhadap korban tersebut telah dikembalikan seperti keadaan semula oleh pelaku, maka penyelesaian tindak pidana penggelapan tidak perlu ditempuh sampai tahap di pengadilan. Seiring berkembangnya waktu kasus tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan ini dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme restoratif justice.
Salah satu contoh kasus penggelapan yang diselesaikan melalui upaya perdamaian restoratif justice adalah kasus putusan Pengadilan Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs dengan terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H. Dengan adanya upaya perdamaian restoratif justice, maka menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai pelaku penggelapan yaitu terdakwa Dwi Herlambang Bin Ahmad H.  yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara  selama 10 (sepuluh) bulan oleh majelis hakim dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam penerapan restoratif justice, maka hukum sebagai alat kontrol sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya memiliki sifat remedial yang bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Tujuan dari penerapan restoratif justice tidaklah hanya mementingkan pembalasan bagi pelaku tindak pidana dengan mengesampingkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, seorang hakim yang baik turut mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul  ”Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan  Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs)”

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. [bookmark: _Hlk147417963][bookmark: _Hlk200466548]Bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan restoratif  (restoratif justice)   berdasarkan perundang-undangan ? 
1. Bagaimana  penerapan keadilan restoratif  (restoratif justice) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs ?
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs ?

1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan restoratif  (restoratif justice)   berdasarkan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif  (restoratif justice) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs.
1. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami penerapan Restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana
1. Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani kasus tindak pidana  dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif dalam  proses penyidikan tindak pidana penggelapan.
Memberikan pengetahuan kepada semua pihak dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum dan memberikan penjelasan dan masukan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam  proses peyelesaian tindak pidana penggelapan. 



